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Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah mengenai keterkaitan dan 

sinkronisasi antara tiga undang-undang terkait yang mengatur mengenai 

kewenangan absolut peradilan agama khususnya tentang eksekusi putusan 

arbitrase syariah. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

Tentang Arbitrase.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami 

keterkaitan norma hukum dan mengkritisi taraf sinkronisasi antara ketiga undang- 

undang tersebut di atas.  

Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan 

hukum normatif. Sasaran penelitiannya adalah Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman, Peradilan Agama, dan Arbitrase. Pengumpulan bahan hukum dengan 

survei kepustakaan dan studi literatur. Penelitian ini merupakan penelitian dalam 

taraf sinkronisasi horizontal maupun vertikal dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, menggunakan teori sinkronisasi, dan pembentukan 

perundang-undangan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara ketiga undang-undang 

tersebut di atas saling berkaitan antara satu dengan yang lain mengenai pengaturan 

kewenangan absolut peradilan agama terkait lembaga peradilan yang berwenang 

untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase syariah, yaitu pada Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 59 Ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan 

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, karena 

lembaga arbitrase merupakan quasi pengadilan, sehingga putusan arbitrase tidak 

memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti putusan arbitrase harus dieksekusi 

oleh lembaga peradilan atas permohonan salah satu pihak. Kedua, Undang- 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman selaku payung 

hukum dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase adalah 

serasi, namun tidak serasi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Peradilan Agama. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Peradilan Agama 

tidak sinkron secara vertikal dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan 

tidak sinkron secara horizontal dengan Undang-Undang Arbitrase.  




